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ABSTRAK 

 

SUCI OKTAVIRA , TINDAK PIDANA PEMBAKARAN YANG 

MENIMBULKAN BAHAYA BAGI KEAMANAN 

UMUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Banda Aceh)  

        Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh 

       (iv,52) pp.,tabl.,bibl.,app 

 

Nurhafifah, S.H.,M.Hum. 

Berdasarkan Pasal 187 ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan sengaja 

menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling 

lama dua belas tahun,” meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang namun saat ini 

masih saja terdapat perbuatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Membahayakan 

Keamanan Umum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak 

pidana kejahatan yang membahayakan keamanan umum, pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan 

yang membahayakan keamanan umum, serta upaya dalam penanggulangan tindak 

pidana kejahatan yang membahayakan keamanan umum. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah 

bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan 

dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana 

kejahatan yang membahayakan keamanan umum karena faktor lingkungan, ekonomi 

dan pengaruh media sosial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

relatif ringan dikarenakan Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dakwaan, 

keterangan terdakwa dan alat bukti. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu 

latar belakang terdakwa, kondisi fisik terdakwa dan sosial ekonomi terdakwa. Upaya 

yang telah dilakukan dalam penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan yang 

membahayakan keamanan umum yaitu pencegahan dari lingkungan yang tidak patut 

diikuti, sosialisasi, nasihat, anjuran dan larangan atau perintah supaya tidak 

melakukan tindak pidana kejahatan tersebut serta penindakan yang mencakup 

tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan berpedoman pada Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), Hukum Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan. 

Disarankan kepada aparat penegakan hukum agar lebih tegas dalam 

memberikan sanksi pidana sesuai uu terhadap pelaku yang melakukan pembakaran 

agar dapat memberikan efek jera Dan kepada hakim pengadilan negeri banda aceh 

untuk memberikan hukuman yang berat sesuai peraturan perundang undangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat kejahatan pun semakin 

meningkat, berbagai macam tindak kejahatan kekerasan muncul sebagai sesuatu 

yang meresahkan dalam masyarakat. Telah banyak aturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah bahkan pos-pos kepolisian didirikan di banyak tempat untuk 

mengatasi masalah tersebut, akan tetapi laju perkembangan kejahatan masih 

cukup sulit untuk ditangani. Korban-korban kejahatan bermunculan dengan 

persentase yang tinggi dari tahun ke tahun. 

Sedangkan disisi lain hidup bermasyarakat selalu memerlukan 

ketertiban dan kedamaian, karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar 

untuk menegakkan suasana kehidupan yang dan kewajiban sebagai warga 

masyarakat. Salah satu unsur yang sering mengganggu ketentraman masyarakat 

adalah unsur kejahatan. Kejahatan sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial 

pada saat tertentu dapat menunjukkan adanya kecendrungan meningkat. Dan 

meningkatkan kriminalitas, ditengah masyarakat maka ketentraman hidup 

masyarakat pasti terganggu. 

Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan oleh 

manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia melakukan perbuatan jahat, 

baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Tingkah laku jahat itu bisa 

dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat pula pada usia 

anak, dewasa, ataupun lanjut usia. 

Kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan dan diarahkan 

pada suatu maksud tertentu secara benar, namun juga bisa dilakukan secara tidak 
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sadar. Untuk mempertahankan hidupnya, seseorang terpaksa melakukan suatu 

kejahatan. Kenyataan dewasa ini, di zaman modern ini, orang melakukan 

kejahatan dengan berbagai macam cara yang serba modern, baik alat yang 

digunakan maupun modus operandinya. 

Perkembangan masyarakat dewasa ini telah disadari bahwa berbagai 

usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan kadang- kadang ada orang 

yang memilih kejahatan dalam menyongsong era millennium ke III Indonesia 

menghadapi persoalan yang berat sebagai konsekuensi dari semakin hebatnya 

pengaruh globalisasi dalam segala bidang, baik bidang Politik, Ekonomi, Sosial 

Budaya, lingkungan hidup, dan keamanan yang akan menghadapi tantangan 

berat. Salah satunya adalah kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan 

umum manusia atau barang. 

Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia 

atau barang diatur dalam Buku II Pasal 187 KUHpidana. Dalam penjelasan 

dalam pasal ini disebutkan bahwa kejahatan ini adalah suatu delik dolus, artinya 

harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat dihukum, maka perbuatan itu harus 

dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut bagi orang. Unsur 

yang terdapat dalam pasal tersebut ialah barangsiapa, dengan sengaja, membakar, 

menjadikan letusan, mengakibatkan kebanjiran. Di Indonesia pada umumnya dan 

khususnya Kota Banda Aceh tindak pidana ini sangat jarang terjadi, berdasarkan 

kenyataan-kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah 

tindak pidana tersebut dengan judul “Tindak Pidana Kejahatan Yang 

Membahayakan Keamanan Umum (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Banda Aceh)” 
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Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka 

rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran yang 

menimbulkan bahaya bagi keamanan umum ? 

2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana relatif 

lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran yang 

menimbulkan bahaya bagi keamanan umum ? 

3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pembakaran yang  

menimbulkan bahaya bagi keamanan umum ? 

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “ 

Tindak Pidana Pembakaran Yang Menimbulkan Bahaya Bagi Keamanan Umum 

( Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh )” maka 

termasuk dalam bidang hukum pidana yang datanya diperoleh dari tahun 2019 di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

2. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan 

ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran 

yang menimbulkan bahaya bagi keamanan umum.  

2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

relatif lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran yang 

menimbulkan bahaya bagi keamanan umum. 
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3. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana pembakaran yang 

menimbulkan bahaya bagi keamanan umum 

C. Metode Penelitian 

 

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

a. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan 

setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar 

hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-Undangan. 

b. Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si 

penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya 

keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. 

2. Lokasi dan Populasi 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda 

Aceh, dikarenakan di instansi tersebut terdapat kasus tindak pidana 

kejahatan yang menimbulkan bahaya keamanan umum. 

b. Populasi 

Adapun populasi peneltian ini adalah pihak-pihak yang terkait, meliputi 

Hakim, Jaksa, terdakwa, dan Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh.  

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian 

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian 

dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil 

diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah 

yang diteliti secara Purposive sampling. Purposive sampling yaitu memilih 
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beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. 

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari: 

Responden: 

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh (1) orang 

2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh (1) orang 

3. Pelaku atau terdakwa (2) orang 

Informan 

a. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh 

4. Cara Pengumpulan Data 

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka 

penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :  

1) Penelitian Kepustakaan  

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka 

yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, 

peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang 

terkait dengan penelitian ini.  

2) Penelitian Lapangan  

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis 

menggunakan cara, yaitu:  

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang 

dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Hakim, 
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Jaksa yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan 

wawancara dengan responden dan informan. 

5. Pengolahan dan Analisis Data 

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan 

kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih 

dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan 

suatu penelitian yang baik. 

D. Sistematika Pembahasan 

Untuk mememudahkan penyusuan skripsi ini serta sekaligus untuk 

tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi 

dalam empat bab antara lain sebagai berikut: 

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat)  sub 

bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan 

Pembahasan, Meteologi Pembahasan, dan  Sistematika Pembahasan. 

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat  yuridis teoritis, pada bab ini 

akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Ruang Lingkup Hukum 

Pidana, Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum,Teori Faktor 

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana, Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 

dan Teori Pemidanaan. 

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek 

yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 

3 (tiga) sub bab yaitu Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran yang 

menimbulkan bahaya bagi keamanan umum. Pertimbangan hakim dalam 
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menjatuhkan sanksi pidana relatif lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana 

pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi keamanan umum dan Upaya 

penanggulangan tindak pidana pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi 

keamanan umum. 

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan 

Saran dari Keseluruhan bab 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN YANG 

MENIMBULKAN BAHAYA BAGI KEAMANAN UMUM 

 

A. Ruang Lingkup Hukum Pidana   

1. Pengertian Pidana 

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang ada kalanya disebut 

dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena 

hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.
1
  

Hukum pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana formil dan 

materiil. Hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum 

acara pidana tennasuk hukum publik. Dalam masyarakat dahulu, tidak terdapat 

batas antara hukum publik dan hukum privat sehingga tidak ada pemisahan 

yang jelas antara perdata dan pidana. 

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga 

sering disebut jus peonale: (1) Perintah dan larangan, yang atas 

pelanggarannya atau pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu 

oleh badanbadan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus di 

taati dan diindahkan oleh setiap orang. (2) Ketentutuan-ketentuan yang 

menetapkan dengan apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap 

pelanggaran peraturan-peraturan itu;hukum sanksi (3) Kaidah-kaidah yang 

menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan 

wilayah negara tertentu".
2
 

                                                           
1
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.24 

2
 Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, , 2010 hlm. 1 
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  Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak negara untuk memidanakan 

haruslah berdasarkan hukum materiil, dan karena itu adanya Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  memungkinkan berlakunya hukum 

pidan materiil dalam kenyataan. Kedua bidang itu berhubungan erat, yang 

pertama menentukan apa yang dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan, 

sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan 

perbuatannya. 

  Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu peristiwa pidana harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang atau sekelompok orang,  

b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-

undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

c. Harus ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan. jadi, perbuatan itu 

memang dapat di buktikan sebagai suatu perbutan yang melanggar hukum.  

d. Harus ada ancaman hukumnya, Dengan kata lain, ketentuan hukum yang 

dilanggar itu mencantumkan sanksinya. 

 Suatu negara hukum tidaklah cukup memiliki Kitab UndangUndang 

Hukum Acara Pidana yang menjamin hak-hak sosial manusia belaka, tetapi 

harus mempunyai kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau hukum 

pidana tertulis ataupun hukum tak tertulis dan tidak boleh bertentangan dengan 

prinsip dan asas negara hukum. 
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Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa 

yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.
3
 Wujud-wujud 

penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur 

secara rinci, baik mengenai batas- batas dan cara menjatuhkannya serta di 

mana dan bagaimana cara menjalankannya.
4
 Mengenai wujud jenis penderitaan 

itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi wujud dan batas-batas berat atau 

ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing- 

masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. 

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan 

dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiadain adalah merupakan 

penderitaan atau rasa tidak enakan bagi yang bersangkutan disebut terpidana. 

Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat 

disebut terhindarnya dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum 

yang dilindungi.
5
 

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:
6
 

a. Pidana pokok meliputi:  

 

1. Pidana mati; 

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang 

tertinngi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena 

pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa 

penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini 

                                                           
3
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hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai 

sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontrak, bergantung dari 

kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.
7
 

2. Pidana penjara; 

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Permasyarakatan, narapidana 

wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya 

menurut ketentuan pelaksanaan yang tedapat di Pasal 29 KUHP, yakni 

gestichtenreglement (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 

77 yang sering disebut dengan Reglamen Kepenjaraan atau Peraturan 

Kepenjaraan). 

3. Pidana kurungan; 

Dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat 

dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama ½ 

(satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang 

dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman kurungan 

terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan 

dalam KUHP atau undang-undang lainnya.
8
 

4. Pidana denda; 

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai 

alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga 

terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana 

denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. 
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Sementara itu, bagi kejahatan- kejahatan selebihnya jarang sekali diancam 

dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun 

berdiri sendiri.
9
 

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946). 

Pidana tutupan  ini  ditambahkan ke  dalam Pasal 10 KUHP melalui UU 

No. 20 tahun 1946, yang dimaksudya sebagaimana tertuang  dalam Pasal 2  

ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan 

kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh 

maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. 

Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila 

perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu 

atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim 

berpendapat bahwa pidana penjara lebih tetap. 

b. Pidana tambahan meliputi: 

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu; 

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang 

dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). 

Undang- undang hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan 

pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-

hak yang dapat dicabut tersebut adalah: 

a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 

b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI; 

c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
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berdasarkan aturan-aturan umum; 

d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan 

pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 

pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri; 

e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 

pengampuan atas anak sendiri; 

f) Hak menjalankan mata pencaharian.
10

 

2. Perampasan barang tertentu  

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan 

atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. 

Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada 

dua jenis barang yang dapat merampas melalui putusan hakim pidana 

(Pasal 39 KUHP) yaitu: 

a). Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan yang 

disebut dengan corpora delictie, misalnya uang palsu dari kejahatn 

pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; 

b). Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang 

disebut dengan instrumenta delictie, misalnya pisau yang digunakan 

dalam kajahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu 

yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.
11

 

3. Pengumuman putusan hakim 

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas 
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menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut 

dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan 

pengumuman, melalui media radio maupun televisi yang pembiayaannya 

dibebankan pada terpidana.  

Maksud dari putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai 

usaha preventif, pencegahan bagi orang-orang tertentu agar tidak 

melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain 

adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam 

bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak 

jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana). 

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan 

jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun 

perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana 

tambahan adalah sebagai berikut: 

a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), 

sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. 

b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian 

menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi 

menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan 

menjatuhkan jenis pidana pokok. 

c. Jenis pidana poko yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap (in kracht van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan 

pelaksanaan (executie). 
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2. Pembagian Tindak Pidana 

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-

dasar tertentu,antara lain sebagai berikut:
12

 

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”itu 

bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II 

dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum 

pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan. 

a.  Kejahatan Secara doktrin Ketajahatan adalah Rechtdelicht, yaitu perbuatan 

perbuatan yang bertentangan dengan kedailan, terlepas apakah perbuatan 

itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak 

dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-

benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan 

dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut mala per se. 

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualisifikasikan sebagai Rechtdelicht 

dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian dan sebagainya. 

b. Pelanggara Jenis tindak pidana ini disebut Wetsdelicht, yaitu perbuatan-

perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, 

karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan 

ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena 

undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini 
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disebut juga mala qui prohibita. Perbuatan-perbuatan yang dapat 

dikualisifikasikan sebagai sebagai wetsdelicht dapat disebut misalnya 

memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan dijalan raya disebelah 

kanan dan sebagainya. 

Dalam perkembangannya pembagian tindak pidana secara kualitatif 

atas kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas tidak diterima. 

Penolakan terhadap pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut 

bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang baru disadari sebagai 

tindak pidana oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam undang-undang 

pidana. Dengan demikian tidak semua Kejahatan merupakan perbuatan yang 

benar-benar telah dirasakan mnasyarakat sebagai perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan, terdapat juga pelanggaran yang memang 

benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang 

bertentangan dengan kedailan, sekalipun perbuatan itu belum dirumuskan 

sebagai tindak pidana dalam Undang-undang. 

 

3. Tujuan Hukum Acara Pidana 

 Reformasi berarti memperbaiki atau merehabitasi menjadi orang baik 

dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntimgan dan 

tiada seorangpun yang merugi jika penjabat menjadi baik. Reformasi perlu 

digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan, Kritikan terhadap 

reformasi bisa dikatakan tidak berfiasil. Sebagai contoh ketidakberhasilan 

nyata banyaknya residvis setelah menjalani pidana penjara. 
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Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana adalah 

peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan 

pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh 

siapa Keputusan Pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau 

sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana".
13

 

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana, maka 

dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana 

badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan 

Pengadilan hams bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan 

hukum pidana. 

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 

mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah 

kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 

menerapkan ketentuan hukum ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat 

dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan 

melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan 

dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak 

pidana telah dilakukan dan apakah orang orang yang didakwa itu dapat 

dipersalahkan.
14

 

Di dalam memeriksa suatu kasus tindak pidana guna menentukan 

siapa yang bersalah dan harus dihukum serta siapa yang bersalah dan harus 

dihukum serta siapa yang benar haruslah mencari kebenaran dengan itu 
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memerlukan serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada 

pelaksanaan pidana. 

Menurut Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari 

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.  

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak 

hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, 

bila seseorang atau sekelompok orang disangka/dituduh melanggar hukum 

pidana. 

 

 

 

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan 

Umum 

Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau 

Barang diatur dalam BAB 7 KUHP : 
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Pasal 187 

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, 

diancam: 

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan 

tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 

2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan 

tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 

3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling 

lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya 

bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. 
 

Pasal 187 bis 

(1) Barang siapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai 

persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke 

Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yung 

diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau 

ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang 

membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi 

barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau 

pidana kurungan paling lama satu tahun, 

(2) Tidak mampunyai bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas 

untuk menimbulkan ledakan; seperti tersebut di atas, tidak menghapuskan 

pengenaan pidana. 

Pasal 187 ter 

Permufakatan jahat, untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam 

pasal 187 dan 187 bis, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

Pasal 406, sebagai berikut 

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, 

merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang 

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan 
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pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan 

melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan 

atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang 

lain. 

Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu: 

1. Barangsiapa; 

2. Dengan sengaja dan melawan hukum; 

3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak 

dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; 

4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain 

Apabila semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi, maka pelakunya dapat 

dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 

Rp4.500,-. 

Berikutnya, mengenai percobaan tindak pidana, dalam hal ini adalah 

pembakaran rumah, aturannya dapat dilihat dalam Pasal 53 KUHP: 

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata 

dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, 

bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 

2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal 

percobaan dikurangi sepertiga. 

3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. 
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Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan 

(pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu; 

2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan 

3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang 

oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan 

penjahat itu sendiri. 

 

B. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana  

 

Tindak pidana atau kejahatan timbul oleh banyak hal, yakni : 

 

1. Teori Biologis 

 

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur 

jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat 

memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe 

kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang 

dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang 

berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis 

juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku 

kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri ciri biologis tertentu seperti 

muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun 

hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, 

hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang 

pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang 

dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena 
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penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.
15

 

2. Teori Psikogenesis 

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena 

faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, 

fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi 

yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku 

jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga 

yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu 

sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan 

adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah 

pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan 

kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor 

ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan 

hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustasi. Orang yang frustasi 

cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu 

mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam 

keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi 

sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan 

kondisi.
16

 

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang 

dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak 

kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. 
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Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang 

memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan 

hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski 

melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas 

menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-

orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang 

tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan 

pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu 

diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah 

kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat 

penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural 

dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga 

didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan 

dan ketidakadilan ekonomi.
17

 

3. Teori Sosiogenis 

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni 

sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang 

deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi 

simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk 

dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak 

terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini 

mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh 
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faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, 

budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini 

mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan 

kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih 

dikenal dengan proses imitation. 

4. Teori Subkultural Delikuensi 

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan 

pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh 

penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-

ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat 

buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial 

bertingkat tinggi.
18

 Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya 

kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat 

berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. 

Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.  

 

 

 

C. Teori Penanggulangan Tindak Pidana 

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan 

yakni, pre-emtif, preventif dan represif. 

a. Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
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untuk mencegah terjadinya kejahatan.Usaha-usaha yang dilakukan dalam 

penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-

nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 

terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 

untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal 

tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif 

faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya 

penanggulangan pre-emtif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum 

melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. 

b. Preventif, Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 

upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya 

kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 

kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik 

daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana 

semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat 

perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan 

ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan 

hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang 

pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa 

meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itupula Pihak 

Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-

tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan. 

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan 
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perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual 

will. Kehendak pemerintah (pollitical will) dengan berbagai upaya perlu 

didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media 

melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh 

dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk 

patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri 

untuk tidak berbuat kejahatan.
19

 

c. Represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang 

tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. 

Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para 

pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya 

kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya 

merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. 

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, 

karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan 

agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai 

upaya pemberian efek jera saja.Jika upaya-upaya penindakan yang 

dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka 

diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. 

Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik 

akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya 

mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, 

                                                           
19

 Abintoro Prakoso, “Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 
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pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh 

hakim.
20

 

E. Teori Pemidanaan 

 Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai 

pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa 

pemidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut 

menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. 

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus 

menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan 

retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabula tujuan 

yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-

prinsip keadilan.
21

 

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah 

sebagai berikut : 

1. Teori Absolut / Retribusi  

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang 

telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Imamanuel Kant 

memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus 

dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana 

menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya 

absolute ini terlihat pada pendapat Imamanuel Kant di dalam bukunya 

“Philosophy of Law” sebagai berikut :  
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Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk 

mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri 

maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan 

karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.
22

 

 

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan 

pendapat sebagai berikut :  

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk 

yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah 

yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara 

mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan 

manfaat penjatuhan pidana”.
23

 

 

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina 

sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina 

dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan 

martabatnya. 

2. Teori Tujuan / Relatif  

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat 

digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang 

yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan 

mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, 

akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.
24

 Dasar pembenaran dari 

adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan 

bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melakukan ne 
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peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas 

bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
25

 

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa 

dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :  

a) Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus  

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi 

khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi 

perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki 

terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, 

sesuai dengan harkat dan martabatnya. 

b) Prevensi General (Generale Prevenie) atau Pencegahan Umum 

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalaha untuk 

mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh 

pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud 

untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai 

oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota 

masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukuan tindak pidana.  

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam 

pengertiannya prevensi general yaitu :  

a. Pengaruh pencegahan.  

b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral. 
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c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh 

pada hukum. 

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van 

Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunya tiga fungsi,
26

yaitu: 

1) Menegakan Kewibawaan 

2) Menegakan Norma  

3) Membentuk Norma. 

3. Teori Gabungan  

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori 

gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga 

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban 

dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan 

yang adil.
27

 

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” 

yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : „Sekalipun pembalasan sebagai 

asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu 

pembalasan yang adil, namun pidana mempunya berbagai pengaruh antara 

lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”
28

 

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruh, 

yaitu : 

a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya 

yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya 

“Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi 
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yang memiliki ciriciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan 

dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika 

menguntungkan pemenuhan kaidahkaidah yang berguna bagi kepentingan 

umum. 

b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. 

Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi 

kesejahteraan masyarakat. 

c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata 

tertib masyarakat.
29

 

 

Begitu pula Muladi mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya 

terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu : 

a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu 

upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama 

dengan melakukan pencegahan kejahatan. 

b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan 

pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang 

bersifat tidak hukum.
30

 

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan 

pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga 

mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana 

diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu 

proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam 

masyarakat. Jadi memang sudah seharusnyalah tujuan pidana adalah 

membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan 

dengan norma kesusilaan dan perikamanusiaan sesuai dengan Pancasila. 

4. Teori Integratif  

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas 

Hukum Universitas Diponegoro:  
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Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai 

akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang 

menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat 

operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi 

dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, 

baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun 

dampak yang bersifat sosial.
31

 

 

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk 

memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi 

fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan 

oleh tindak pidana (individual and social damages).  

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan 

atyas alasanalasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. 

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh 

Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada 

anggapan-anggapan seseorang terhadapa hakekat manusia, informasi yang 

diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan 

luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-

persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-

kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-

persyaratan tersebut. 

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, 

menyatakan :  

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan 

harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa 

dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk 

pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu 
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memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa 

kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan 

dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam 

hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan 

Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahirlah dan 

kebahagiaan rohani.  

 

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat 

Herbert L. Packer sebagai berikut :  

Hanya ada dua tujuan untama dari pemidanaan, yakni pengenaan 

penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan 

kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan 

pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan 

pengakuan bahwa keteganganketegangan yang terjadi diantara tujuan-

tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. 

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan 

bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini 

meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana 

merupaka suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial 

yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-

tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.  

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi 

menyimpulkan sebagai berikut :  

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk 

memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social 

damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari 

seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan 

bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.  

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah:  

1. Pencegahan (umum dan khusus); 

2. Perlindungan Masyarakat; 

3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan 

4. Pengimbalan/Pengimbangan 

 

 

 

 



 
 

   
 

BAB III 

TINDAK PIDANA PEMBAKARAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA 

BAGI KEAMANAN UMUM 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada tahun 2016 sampai dengan  2019 

ditemukan dua (2) kasus pelanggaran kejahatan yang membahayakan keamanan 

umum telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. 

Tabel 

Tindak Pidana Pelanggaran Pembakaran Yang Menimbulkan bahaya Bagi 

Keamanan Umum di Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2016 dan 2019  

No Tahun No Perkara Dakwaan Amar Putusan 

1. 2016 1 / Pid.B / 2016/ 

PN Bna 

Primair 

Pasal 187 ke-1 

KUHP . 

Subsidair Pasal 

187 ke-1 KUHP 

Jo Pasal 53 ayat 

(1) KUHP 

Pidana penjara selama 1 

(satu) Tahun; 

2. 2019 125/Pid.B/2019/

PN Bna 

Pertama Pasal 

187 ke-1 KUHP, 

Kedua pasal 406 

ayat (1) KUHP. 

Pidana  penjara selama 3 

(tiga) tahun 

 

A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan yang membahayakan 

keamanan umum 

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang 

dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan 

dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali 

terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa 

seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang 

melakukan kejahatan. 



 
 

   
 

Dari hasil wawancara dengan Muhammad Iqbal, Penyidik Reskrim 

Polresta Banda Aceh, beliau menjelaskan seseorang melakukan tindak pidana 

kejahatan yang membahayakan keamanan umum disebabkan karena beberapa 

faktor, yaitu :
1
 

1. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan penyebab seseorang melakukan kejahatan. 

Dapat timbul dari faktor lingkungan dimana ia hidup dan berkediaman. 

Lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu kejahatan. 

Lingkungan yang kurang baik, lingkungan juga berpengaruh dalam 

timbulnya kejahatan, orang bersikap atau bertingkah laku sebagai mana 

penjahat sering sekali terpengaruh oleh lingkungan hidup sehari-hari dan 

pergaulan, banyak sekali kita temukan kejahatan yang dilakukan 

berkelompok salah satunya kejahatan begal jarang kita temukan begal 

beroprasi hanya sndiri bahkan lebih dari lima orang, lingkungan yang 

kurang baik dan pergaulan yang kurang baik menjadi faktor dalam 

timbulnya kejahatan. 

Faktor lingkungan merupakan faktor yang dominan untuk 

menentukan seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga tidak menjadi 

jaminan bahwa seseorang yang hidup dalam lingkungan yang baik, untuk 

tidak melakukan kejahatan, oleh karena itu harus disesuaikan dengan iptek 

dan imtak (seimbang). sehingga tidak mudah terpengaruh dengan 
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lingkungan masyarakat tersebut. 

2. Faktor Ekonomi 

Kebutuhan hidup seseorang tidak terlepas dari ekonomi yang harus 

selalu dicukupi agar supaya bertahan hidup, apalagi dengan zaman yang 

serba modern dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi 

daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk memperkaya dengan 

melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara agar bisa mencukupi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

3. Pengaruh Media 

internet maupun televisi yang sekarang banayak memperlihatkan 

adegan-adegan kekerasan, adegan adegan dewasa sehingga anak-anak 

mudah memperaktek apa yang dilihatnya, dan kontrol dari orang tua 

terhadap anak juga berkurang sehingga anak bebas melakukan apa saja yang 

dia mau, dan media internet sangat berpengaruh dizaman canggihnya 

tekhnologi membuat kebanyakan orang salah dalam menggunakan 

tekhnologi pada tempatnya. 

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Relatif Ringan 

Terhadap Pelaku Pelanggaran Tindak Pidana Kejahatan Yang 

Membahayakan Keamanan Umum 

Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa 

sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap 

bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) 



 
 

   
 

KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan 

tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. 

Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau 

lebih tinggi dari rekuisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi 

tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sadri selaku Hakim pada 

Pengadilan Negeri Banda Aceh, beliau menjelaskan Profesi hakim adalah 

panggilan tugas dan jabatannya merupakan amanah dan tanggung jawab penuh 

dari Tuhan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas hakim 

paling krusial adalah ketika ia harus menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 

hukuman apa dan seberapa berat hukuman itu. Hakim harus memutus suatu 

perkara secara adil berdasarkan kejujuran dan hati nurani, sesuai dengan fakta 

hukum, dan obyektif, tanpa tekanan dari pihak mana pun.
2
 

Dari dasar pertimbangan hukum itu muncullah satu kesimpulan apakah 

terdakwa bersalah atau tidak. Jika dinyatakan tidak bersalah, berarti salah satu 

unsur pidana sesuai dengan dakwaan jaksa tidak terbukti. Terdakwa pun harus 

dibebaskan (Pasal 191 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP)) atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 (2) KUHAP). Tapi, 

jika semua unsur pidananya terbukti, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan 

dihukum (Pasal 193 ayat 1 KUHAP). 

Ketika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, inilah tugas hakim paling 

krusial, menjatuhkan berat-ringannya hukuman. Untuk melihat betapa sulitnya 
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hakim menjatuhkan putusan, dapat kita lihat hati nurani hakim mutlak harus 

berbicara. Hakim harus mampu menafsirkan permasalahan ini dan 

penyelesaiannya, bukan hanya terikat kepada aturan legalistik tapi telah masuk 

kepada kompetensi dan nalar hakim. 

Dalam hal ini, hakim harus melihat secara komprehensif berbagai 

aspek, seperti kerugian yang ditimbulkan terdakwa, kewenangan yang melekat 

kepadanya, perbuatan itu dilakukan secara berlanjut atau tidak, dan terpenuhi 

atau tidak unsur-unsur dakwaan. Terlebih setelah diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang 

memperkenalkan adanya diskresi, maka masalah ini akan berkaitan dengan aspek 

sosiologis, filosofis, dan yuridis suatu kasus. 

Jika hakim tingkat pertama, banding, atau kasasi tetap saja menghukum 

berat terdakwa, putusan demikian terkesan hanya berdasarkan keadilan 

prosedural, bukan substantif. Putusan semacam ini dapat digolongkan sebagai 

bukan "mengadili" tapi telah bergeser kepada "menghukum" saja. Inilah yang 

disebut putusan "hakim algojo". 

Biasanya putusan seperti ini akan banyak dikecam masyarakat pencari 

keadilan. Polemik putusan kontroversial ini hanya dapat diatasi melalui upaya 

hukum luar biasa yang disebut peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. 

Namun, apakah putusan PK itu kemudian telah memenuhi perasaan keadilan? 

Suka atau tidak, sesuai dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia, putusan 

itu mutlak harus diterima dan dilaksanakan. 



 
 

   
 

Standar berat-ringan putusan hakim tidak diatur dalam Undang-undang. 

Dia diserahkan sepenuhnya kepada perasaan dan keyakinan hakim. Masalahnya, 

perasaan dan keyakinan hakim yang satu berbeda dengan hakim yang lain. 

Buktinya, sekalipun fakta dan pasal dakwaan sama, hampir setiap putusan hakim 

di Indonesia berbeda. 

Menyangkut dengan kenapa dalam perkara Pelanggaran Tindak Pidana 

Pembakaran Yang Menimbulkan bahaya bagi Keamanan Umum memutuskan 

lebih ringan, hal itu harus dilihat dan dipertimbang berdasarkan Pertimbangan 

yang bersifat yuridis dan Non Yuridis : 

1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan 

oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam 

putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai 

pertimbangan yuridis secara sistematis yaitu: 

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan 

itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan 

identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan 

dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu 

dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan 

pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian 



 
 

   
 

dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan 

senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan. 

b. Keterangan terdakwa 

 Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan 

sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan 

terdakwa di sidang tentang pebuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui 

sendiri atau dialami sendiri. 

 Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk 

pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap 

dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para 

saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas 

pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun 

penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang 

pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh 

hakim ataupun penuntut umum. 

 Jika seorang terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan 

tersebut, berjanji tidak akan mengulanginya lagi hal itu juga menjadi 

pertimbangan hakim untuk dapat meringankan terdakwa. 

c. Alat Bukti 

 Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 

petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti sangat menentukan 

seseorang bersalah atau tidak didalam persidangan, makanya hal ini juga 

menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. 



 
 

   
 

2. Pertimbangan Non Yuridis 

a. Latar belakang perbuatan terdakwa 

  Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang 

menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri 

terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, 

misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. 

kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan 

ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan 

perbuatannya.Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah 

iman,dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana. 

b. Kondisi terdakwa  

 Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa 

sebelum melakukan kejahatan,termasuk pula status sosial yang melekat 

dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan 

dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam 

keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan 

status sosial adalah predikat yang dimiliki oleh masyarakat,yakni sebagai 

pejabat,tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan,dan sebagainya. 

c.  Keadaan sosial ekonomi terdakwa  

 Salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial 

ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, 

kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam 



 
 

   
 

menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang 

terungkap dimuka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomilah 

yang sangat berpagaruh terdakwa untuk melakukan kejahatan. 

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Yang Membahayakan  

Keamanan Umum 

Wawancara dengan Mursyid Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh 

menjelaskan Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan yang 

membahayakan umum dilakukan 2 tahapan Pencegahan (Preventif) dan 

Penindakan (Represif)  yaitu :
3
 

a. Upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat 

pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah 

menangani faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan yang 

menimbulkan bahaya keamanan umum seperti masalah-masalah atau kondisi-

kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan 

atau menumbuh suburkan sebuah kejahatan.  

Pengendalian sosial yang bersifat preventif antara lain dapat dilakukan 

melalui proses sosialisasi. Dalam sosialisasi, nasihat, anjuran, larangan atau 

perintah dapat disampaikan sehingga terbentuklah kebiasaan yang disenangi 

untuk menjalankan peran sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, nasihat 

guru terhadap siswanya. Dalam nasihatnya itu, guru meminta siswa untuk 

selalu belajar dan membuat pekerjaan rumah, jika nasihat itu didengar dan 

dilaksanakan oleh siswa tersebut, siswa tersebut akan dapat menguasai 
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pelajaran yang diberikan oleh guru itu. Perannya sebagai seorang pelajar juga 

dapat dilakukannya dengan baik. 

Jadi upaya preventif itu bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, 

serta bagaimana kita menciptakan suatu keadaan yang ekonomi, lingkungan, 

dan kultur masyarakat yang sejahtera dan bukan malah sebaliknya malah 

membuat keteganganketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan 

menyimpang, juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan 

partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung 

jawab bersama. 

Dilihat dari aspek hukum pidana yang melanggar peraturan akan di ancam 

dengan hukuman yang mana sudah diatur dalm peraturan perundang-

undangan, dan dilaksakan dengan seseorang yang dinyatakan bersalah, dan 

dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian hendaknya 

mempertahankan dan melaksanakan peraturanperaturan yang sudah 

ditetapkan, apabila kita mengkaji yang lebih jauh dan terdapat unsur delik 

yaitu : 

a) Adanya unsur perbuatan  

b) Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana  

c) Adanya unsur ancaman dengan ancaman hukuman  

d) Dilakukan dengan kesalahan 

Unsur delik merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah 

perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur 

obyeknya, yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian yaitu : 



 
 

   
 

 a) Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang  

b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum  

c) Dilakukan dengan kesalahan  

d) Perbuatan tersebut diancam pidana 

b. Upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur pidana 

lebih menitik beratkan pada sifat sesudah kejahatan terjadi. Tindakan represif 

adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dan 

pihak yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan sesudah terjadi 

kejahatan. Tindakan represif antara lain mencakup tindakan penyelidikan dan 

penyidikan dengan berpedoman pada Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Dalam membahas sistim represif tentunya tidak terlepas dari sistim peradilan 

pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistim kehakiman, 

kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan 

satu keseluruhan yang terangkai dan terhubung secara fungsional. 

Kita juga mengetahui bahwa,hukum pidana dalam arti yang objektif (ius 

poenale), yaitu hukum pidana dilihat dari aspek larangan berbuat, larangan 

mana diserai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan 

tersebut (sama dengan dalam pengertian yang materiil). 

Ius poenaleini adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan 

dan perintahatau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan 

pidana bagisi pelanggaranya. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif 



 
 

   
 

(ius poeniendi), dalam arti aturan yang berisi atau mengenai hak dan 

kewenangan Negara untuk :  

1. Menentukan larangan-larangan dalam upayamencapai ketertiban umum.  

2. Memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya 

dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut.  

3. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Negara pada 

sipelanggar hukum pidana tadi. 

 Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 

yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 

menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan 

kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 

Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai 

dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar 

bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan 

merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga 

tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. 

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana 

kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) 

subsistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 

pemasyarakatan, dan kepengacaraan.  

 Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan 

secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang 

ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu 



 
 

   
 

kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan 

yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa 

ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau 

bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. 

 Lembaga sosial juga mempunyai peran Dalam pengendalian sosial, 

lembagalembaga yang ada dalam masyarakat cukup berperan. Lembaga-

lembaga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok 

manusia pada dasarnya mempunyai peran sebagai berikut. 

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka 

harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-

masalah yang mereka temui di dalam masyarakat, terutama yang 

berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan.  

2. Menjaga keutuhan masyarakat. 

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem 

pengendalian sosial. Maksudnya, sistem pengawasan masayarakat 

terhadap tingkah laku anggotaanggotanya. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan 

diatas antara lain : 

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan yang membahayakan 

keamanan umum yaitu faktor lingkungan dimana kediaman tersebut sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan diri seseorang untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu kejahatan yang kurang baik, sebagai mana penjahat sering sekali 

terpengaruh dari lingkungan hidup sehari-hari, faktor pendidikan juga sangat 

terpengaruh terhadap penyebab seseorang melakukan tindak pidana dikarenakan 

orang diajarkan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya, maka dengan sendirinya 

meminimalkan segala pelanggaran di dalam dunia ini, dan seseorang juga tidak 

terlepas dari faktor ekonomi yang harus selalu dicukupi agar supaya bertahan hidup, 

apalagi dengan zaman yang serba modern dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat menjadi daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk 

memperkaya dengan melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara agar 

bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, serta pengaruh media yang sekarang 

banyak memperlihatkan adegan-adegan kekerasan, adegan adegan dewasa sehingga 

anak-anak mudah memperaktek apa yang dilihatnya, dan kontrol dari orang tua 

terhadap anak juga berkurang sehingga anak bebas melakukan apa saja yang dia 

mau. 



 
 

   
 

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Relatif Ringan 

Terhadap Pelaku tindak pidana kejahatan yang membahayakan keamanan 

umum dikarenakan: 

 a) Pertimbangan yang bersifat yuridis 

1. Dakwaan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa 

menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan. 

2. Keterangan Terdakwa, Jika seorang terdakwa mengakui perbuatannya 

dan menyesali perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulanginya 

lagi hal itu juga menjadi pertimbangan hakim untuk dapat 

meringankan terdakwa. 

3. Alat Bukti, Alat bukti sangat menentukan seseorang bersalah atau 

tidak didalam persidangan, makanya hal ini juga menjadi 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. 

b) Pertimbangan Non Yuridis 

1. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang 

menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri 

terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal 

2. Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa 

sebelum melakukan kejahatan,termasuk pula status sosial yang melekat 

dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan 

dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran 

dalam keadaan kacau atau tidak normal. 



 
 

   
 

3. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan 

biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan 

pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut 

merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada 

dasarnya faktor ekonomilah yang sangat berpagaruh terdakwa untuk 

melakukan kejahatan. 

3. Upaya penanggulangan terhadap pidana kejahatan yang membahayakan 

keamanan umum yaitu : Pencegahan (Preventif) dan Penindakan (Represif). 

 

B. Saran 

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam memberikan 

sanksi pidana sesuai uu terhadap pelaku yang melakukan pembakaran agar 

dapat memberi efek jera dan dapat membuat masyarakat untuk lebih taat 

hukum   .  

2. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan 

hukuman yang berat sesuai aturan perundang undangan yang berlaku serta 

berharap dalam menjatuhkan putusan lebih memperhatikan hal-hal yang dapat 

memberatkan dan meringankan terdakwa karena hal tersebut bisa 

mempengaruhi psikologi terdakwa. 
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